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United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) biasanya dipanggil 
Hukum Laut PBB 1982 merupakan hukum positif yang berlaku umum atau menjadi hukum internasional 
umum (General International Law) yang modern dan sudah pasti serta relatif lengkap dan limitatif. 
UNCLOS 1982 tersebut sebagai aturan normatif hukum laut yang baru dan secara komprehensif 
mengatur berbagai aspek pemanfaatan laut atau bisa dikatakan UNCLOS 1982 merupakan hukum 
progresif yang menggantikan Konvensi Jenewa 1958 yang mana telah menambahkan dan 
menyempurnakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa 1958 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan 
Landas Kontinen mengenai batas luarnya. Dikarenakan Konvensi Jenewa 1958 dipandang sudah 
ketinggalan zaman dan sudah tidak memadai lagi serta sangat tidak jelas dan tegas dalam mengatur 
aktivitas umat manusia di laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sehingga 
harus diganti dengan yang baru. 
 
Namun permasalahannya, kedua negara (Timor-Leste dan Australia) menggunakan dua konvensi 
yang berbeda dalam penentuan batas laut. Timor-Leste memperjuangkan hak ekonomi eksklusifnya 
berdasarkan prinsip median line yang telah diatur dalam hukum laut PBB 1982, akan tetapi tidak dapat 
diterapkan, karena belum tercabutnya Hukum Laut Jenewa 1958. Sehingga membuat Australia merasa 
claim atas teritorialnya “legitimate”dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958. Oleh karena itu, 
munculnya masalah batas laut antara Timor-Leste dan Australia tidak terlepas dengan adanya celah-celah 
dalam hukum laut PBB (UNCLOS 1982) yang mana salah satu pasalnya tidak menegaskan sama sekali 
atau menyebutkan bahwa Hukum Laut PBB yang telah menggantikan hukum laut Genewa 1958 sehingga 
menimbulkan beberapa negara yang masih menggunakan hukum laut yang lama. 
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1. UNCLOS 1982 memberikan keuntungan yang signifikan bahwa, 100% 
wilayah celah Timor yang ada di landas kontinen dan Greater Sunrise 
yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah milik Timor Leste. 
Akan tetapi belum adanya batas laut antara kedua negara dikarenakan 
kedua negara tersebut menggunakan dua konvensi yang berbeda dalam 
penentuan batas laut dimana belum tercabutnya hukum laut genewa 1958. 
Masalah ini merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena 
berakar dari progres hukum internasional yang berubah. Australia merasa 
claim atas teritorialnya “legitimate”dengan konvensi Genewa tentang 
hukum laut 1958, begitu pun Timor Leste merasa lebih berhak dengan 
konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982. 
 
2. Masalah batas laut antara Timor-Leste dan Australia apabila dikaji dengan 
kedua ketentuan tersebut yaitu Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut 
Jenewa 1958, maka secara hukum (peraturan hukum, teori hukum atau 
prinsip hukum) yang digunakan Australia sangat lemah jika dibandingkan 
UNCLOS 1982 yang lebih komplit, komprehesif, modern dan sudah pasti 








2.  SARAN 
Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis, penulis menyarankan: 
1. Diperlukan adanya suatu aturan Internasional yang modern, terbaru dan 
terlengkap dalam menyelesaian masalah batas laut di Celah Timor yaitu 
berdasarkan prinsip garis tengah atau prinsip garis sama jarak (median line or 
equidistance line principle), Penentuan batas laut antara Timor Leste dan 
Australia harus dilakukan demi kepentingan nasional masing-masing, yang 
berdasarkan pada satu konvensi hukum laut internasional, dalam konteks ini 
“The United Nations Convention on the Law of Sea 1982.” Bukan 
berdasarkan konvensi hukum laut Jenewa 1958 yang sudah ketinggalan 
zaman.  
 
2. Penentuan batas laut melalui suatu prinsip median line adalah suatu 
penyelesaian hukum yang ideal, bukan saja akan memperjelas kepemilikan 
sumber kekayaan alam di wilayah Laut Timor, tetapi termasuk salah satu 
syarat menjadi negara, yaitu kepemilikan wilayah tertentu seperti yang diatur 
dalam the Convention on the Rights and Duties of States 1933. Selain itu, 
penentuan batas laut juga sangat penting karena menyangkut isu-isu lain, 
seperti keamanan wilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan 
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